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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH  PERUSAHAAN 

1.1.1 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea Cukai


CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) dimanapun didunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

· Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya

· Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri

· Memberantas penyelundupan

· Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara

· Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan peneriman keuangan Negara


Peran Kebijaksanaan Fiksal di Bidang Kepabeanan


Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai perkasa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan serta investasi, sehingga permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks juga. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.



Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 2007, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategi, substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. 



Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional (termasuk dengan tidak berlakunya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau        pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement, AFTA, APEC, dan lain-lain.


Berbagai langkah persiapan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Custom yang sifatnya modern. Dengan beralihnya fungsi dan misi dari Tax Collector menjadi Trade Facilitator, maka sebagai institusi global, peran DJBC bagi masa kini maupun masa depan harus mampu memberikan save time, save cost, safety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya. Sejalan dengan hal tersebut, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, anti dumping, anti subsidi, self Assessment, maka secara ringkas peran DJBC diharapkan dapat do more with less (berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah). DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, available pada saat dibutuhkan dan adjustable. Kerangka dasar totalitas pelayanan tersebut bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan high cost Economy yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa business operation akan semakin tegantung pada performance customs dimanapun. Efisiensi usaha mereka juga bergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan custom. Kegagalan bea dan cukai dalam menekan High Economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya. Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tata laksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. 

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional. Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan system self assessment dan Post entry audit yang merupakan back up system atas system self assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan Negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas-kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna  jasa kepabeanan.  

1.1.2 Gambaran Umum Kanwil DJBC Jawa Barat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandung sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.1.2.1 Mandat yang Diberikan Kepada Kanwil DJBC Jawa Barat



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kanwil DJBC Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi propinsi Jawa Barat.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai, yaitu :

a. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A2 Bekasi
b. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A2 Bogor
c. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A2 Purwakarta
d. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A2 Bandung
e. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A4 Cirebon
f. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe B Tasikmalaya
1.1.2.2    Peran  Strategi Kanwil DJBC Jawa Barat
A.  Industri dan Perdagangan
Dalam rangka usaha pemulihan perekonomian di Indonesia, pemerintah menjabarkan bahwa dalam kebijakan perekonomian yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor. Dengan berkembangnya industri dan perdagangan, pada gilirannya akan membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan Negara dari sektor  bea masuk, cukai dan pajak lainnya yang ditugaskan pada DJBC. Di sisi lain, dalam rangka mengembangkan usahanya, industri dan perdagangan menuntut pada pengurangan intervensi birokrasi dalam aktivitasnya. Hal ini merupakan tantangan dalam 2 dimensi yang simultan terhadap pelayanan dan pengawasan.


Di bidang pelayanan, DJBC harus mampu memberdayakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan industri guna melancarkan arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. 

Namun di sisi lain, DJBC juga harus mampu melakukan pengawasan dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum untuk mencegah masuk dan keluarnya barang secara ilegal termasuk barang larangan dan pembatasan

B. Karakteristik Penggunaan Jasa Kepabeanan dan Cukai

DJBC sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta melayani masyarakat, industri dan perdagangan, atau secara spesifik, DJBC wajib melayani pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :

·  Importir
·  Eksportir
·  Pengusaha pengurus jasa kepabeanan (PJJK)
·  Perusahaan pelayaran
·  Perusahaan kereta api
·  Pengusaha barang kena cukai
·  Pengusaha jasa pergudangan
·  Pengusaha pabrikan dan pertambangan
C. Landasan  Hukum Kanwil Bea Cukai


Disebutkan pada pasal 6 UU 17/2006 tentang kepabeanan dan cukai bahwa “bagi barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini”. Pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan impor dan ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh DJBC.


Undang-undang tersebut selain memberikan kewenangan, juga memberikan tanggungjawab kepada DJBC. Secara rinci landasan hukum kerja DJBC yaitu sebagai berikut :

· Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

· Undang-undang No. 39 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tentang cukai

· Undang-undang di bidang perpajakan

· Segala peraturan pelaksanaan berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral

· Peraturan lainnya yang pelaksaannya dibebankan terhadap DJBC

1.1.2.3 
Tujuan Kanwil DJBC Jawa Barat

Agar dapat mencapai misi dan dalam melaksanakan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar dapat menjalankan misi, maka tujuan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkup eksternal dan internal.


Berdasarkan pemaparan diatas, maka kantor wilayah DJBC Jawa Barat menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

· optimalisasi penerimaan Negara 

· optimalisasi pemberantasan penyelundupan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai

· optimalisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai

1.1.2.4  
Sasaran Kanwil DJBC Jawa Barat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria yang mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lain, spesifik, dan dapat diukur.


Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka untuk tahun 2008 Kantor Wilayah DJBC Bandung menetapkan berbagai sasaran sebagai berikut :

· Optimalisasi penerimaan Negara

· Penyusunan rencana penerimaan bea masuk

· Penyusunan rencana penerimaan cukai

· Optimalisasi pemberantasan penyelundupan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai

· Kegiatan intelijen, patroli, dan operasi

· Kegiatan penyelidikan atau penyidikan proses hukum selanjutnya

· Audit investigasi dan operasi cukai

· Audit di bidang kepabeanan dan cukai

· Optimalisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai

· Pemberian pelayan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Pemberian pelayan kepada pengguna fasilitas kepabeanan

· Optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia

· Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk para pegawai

· Pemberian reward dan punishment kepada para pegawai

1.1.2.5 
Kebijakan Kanwil DJBC Jawa Barat

Sebagai sesuatu yang telah ditetapkan, kebijakan memiliki aspek legal dari pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk produk hukum yang berfungsi sebagai pencapaian tujuan dan sasaran. Kanwil DJBC Jawa Barat merupakan instansi vertikal dari DJBC, dalam hal menetapkan kebijakan tidak harus merumuskan sendiri. Akan tetapi sebagai unit operasional pengawasan pengguna jasa di wilayah kerjanya dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan tugas unit dibawahnya (KPPBC-KPPBC). Oleh karena itu kebijakan yang dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

· melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam peraturan menteri keuangan RI nomor : 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

· melaksanakan sistem kepegawaian sesuai ketentuan undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 dan Nomor : 49 Tahun 2000 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta Peraturan Pelaksanaannya

· menyelenggarakan tata naskah dinas DJBC sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan tata Naskah dinas DJBC

· meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai sesuai Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS-03/BC/1999 tentang penyelenggaran pertemuan berkala antara DJBC dengan Asosiasi Masyarakat Usaha

· meningkatkan kualitas data intelijen untuk akurasi Nota Hasil intelijen dan Nota Informasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-03/BC/1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pencegahan, Penindakan dan Penyidikan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-13/BC/1999 tentang Tata Cara Pengawasan dengan Penerbitan NHI dan NI

· mencapai penerimaan Bea Masuk dan Cukai sesuai target yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :      S-969/BC/2008 tentang Penetapan Target Bea Masuk dan Cukai TA 2008

· menerapkan kriteria harga transaksi yang wajar dalam pengujian nilai pabean sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :              Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

· mengembangkan sistem audit yang selaras sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-12/BC/2000 Tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai

· mengefektifkan upaya paksa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-149/KMK.04/1987 tentang Syarat-Syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak 

· meningkatkan Kelancaran arus barang atau penumpang selektif sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-15/BC/1999 dan Nomor : Kep-83/BC/2000 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor dan Surat Keputusan Direktur Jemderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-83/BC/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Kiriman Pos Melalui Jasa Titipan

· mengoptimalkan tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan lainnya  

1.1.2.6  
Program Kanwil DJBC Jawa Barat


Setelah ditetapkan kebijakan-kebijakan tersebut diatas, tahap selanjutnya akan ditetapkan program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata dan terpadu yang akan dilaksanakan dengan bekerja sama terhadap instansi pemeritah terkait pengguna jasa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan sebagai berikut :

· menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan

· menyusun program strategi yang mendukung pencapaian visi dan misi

· menyusun kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan


Dengan tujuan, sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan Kanwil DJBC Jawa Barat, maka untuk tahun 2008 ditetapkan program-program sebagai berikut :

a. Optimalisasi penerimaan Negara

· Penyusunan rencana penerimaan bea masuk 

· Penetapan target bea masuk Kanwil DJBC Jawa Barat

· Penyusunan Penerimaan Cukai

· Penetapan target penerimaan Cukai Kanwil DJBC

b. Optimalisasi pemberantasan penyelundupan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kepabeanan dan Cukai

· Kegiatan Intelijen, patrol, dan operasi

· Penerbitan nota hasil informasi (NHI)

· Kegiatan penyelidikan serta penyidikan proses hukum selanjutnya

· Penyelesaian perkara Kepabeanan dan Cukai

· Audit investigasi

· Pelaksanaan audit investigasi dan operasi Cukai

· Operasi penindakan terhadap peredaran BKC yang tidak dilekati pita Cukai, atau dilekati pita Cukai palsu dan pita Cukai yang tidak sesuai dengan golongan dan HJE 

· Audit dibidang Kepabeanan dan Cukai

· Pembuatan daftar rencana objek audit

· Pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan Cukai

c. Optimalisasi pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai

· Pemberian pelayanan kepada pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai

· Penanganan informasi melalui website DJBC dan custom information desk
· Monitoring dan tindak lanjut atas keluhan/pengaduan dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk pengguna jasa kepabenan dan cukai

· Penyuluhan/sosialisasi peraturan baru kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai 

· Pemberian pelayanan kepada pengguna fasilitas kepabeanan

· Pelayanan terhadap dokumen kepabeanan

d. Optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia

· Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk para pegawai 

· Penyuluhan/sosialisasi peraturan baru kepada para pegawai di unit-unit kerja

· Pemberian reward dan punishment kepada para pegawai

· Pengusulan pemberian penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi luar biasa dan berintegritas tinggi 

· Pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran

· Pemantapan kode etik dan perilaku pegawai DJBC

1.1.2.7  
Rencana Kerja Kanwil Bea Cukai Jawa Barat


Rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai sesuai dengan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

· Penetapan target penerimaan bea masuk Kanwil DJBC Jawa Barat

· Penetapan target penerimaan cukai Kanwil DJBC Jawa Barat

· Penerbitan nota hasil informasi (NHI)

· Penyelesaian perkara kepabeanan dan cukai 

· Pelaksanaan audit investigasi

· Operasi penindakan terhadap peredaran BKC yang tidak dilekati pita cukai, atau dilekati pita cukai palsu dan pita cukai yang tidak sesuai dengan golongan dan HJE

· Verifikasi dokumen import/ekspor dan cukai

· Pembuatan daftar rencana objek audit 

· Pelaksanan audit di bidang kepabeanan dan cukai

· Penanganan informasi melalui website DJBC dan custom information desk
· Monitoring dan tindak lanjut atau keluhan/pengaduan dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Penyuluhan atau sosialisasi peraturan baru kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Penyuluhan/sosialisasi peraturan baru kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai

· Pelayanan terhadap dokumen kepabeanan

· Penyuluhan/sosialisasi peraturan baru kepada para pegawai di unit-unit kerja

· Pengusulan pemberian penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi luar biasa dan berintegritas tinggi

· Pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran

· Pemantapan kode etik dan perilaku pegawai DJBC

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1  Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai

a. Tugas Pokok


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dari Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta penindakan di bidang kepabeanan dan cukai maupun penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2  Tugas dan Fungsi Kanwil DJBC Jawa Barat
a. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi 

a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional terhadap wilayah kerjanya
c. pengendalian, evaluasi, pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai
e. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patrol serta operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak di bidang kepabeanan dan cukai
f. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan serta penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai 
g. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai
h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi serta laporan di bidang kepabeanan dan cukai
i. pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi serta senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, serta evaluasi kinerja
k. pelaksanaan adminstrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
l. optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia

1.3 VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI

Sebagai Instansi Kepabeanan yang keberadaannya amat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) merupakan suatu instansi yang memiliki visi, misi, strategi maupun lima komitmen harian yang berperan cukup penting bagi Negara.

1.3.1 Visi, Misi, Strategi dan Lima Komitmen Harian Direktorat Jenderal Bea Cukai

Adapun yang menjadi visi, misi, strategi maupun lima komitmen harian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai demi memajukan kinerja dari seluruh pegawai maupun meningkatkan nilai perusahaan yaitu sebagai berikut : 

a. Visi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dibidang kinerja dan citra

b. Misi

“Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dunia industri, perdagangan, dan masyarakat”

c. Strategi


Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi serta pelayanan

d. Lima Komitmen Harian
1. Tingkatkan Pelayanan

2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi

3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai dengan ketentuan

4. Hentikan perdagangan ilegal

5. Tingkatkan Integritas  
1.3.2  Visi dan Misi Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat

Sebagai Instansi Pemerintahan yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu Negara, demikian juga halnya dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memiliki visi yang sama di bidang kinerja dan citra dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Instansi Kepabeanan tetapi misinya berbeda. Adapun yang menjadi visi maupun misi dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat yaitu sebagai berikut :   

a. Visi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dibidang kinerja dan citra.

b. Misi


Suatu misi harus menunjukkan eksistensi suatu organisasi. Kanwil DJBC Jawa Barat adalah unit kerja yang merupakan unit operasional pengawasan bagi pengguna jasa di wilayah kerjanya, sekaligus sebagai Pembina serta pengendali dimana hasil kinerja dari pengawasan pelaksanaan tugas kantor-kantor pelayanan yang berada dibawahnya harus mendukung misi DJBC secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai tugas dalam melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wliayah DJBC Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai

b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, serta penyelesaian masalah di bidang kepabeanaan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya

c. pengendalian, evaluasi serta pelaksanaan pemberian perijinan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai

d. pelaksanaan  penelitian atas keberatan terhadap penetapan bea di bidang kepabeanan dan cukai

e. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, serta pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai

f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, pelaksanaan operasi patrol, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, pemantauan tindak lanjut serta penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai
g. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai

h. pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi serta laporan di bidang kepabeanan dan cukai

i. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharan sarana operasi serta senjata api kantor DJBC serta pelaksanaan administrasi kantor wilayah DJBC 


Dengan tugas utama sebagaimana telah disebutkan di atas maka untuk lebih memudahkan implementasi di lapangan dalam melaksanakan misi DJBC maka kantor wilayah DJBC Jawa Barat menetapkan misi yang merupakan sub misi DJBC sebagai berikut:

1. melaksanakan tata tertib administrasi dan koordinasi

2. mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean

3. memungut bea masuk dan cukai serta pajak lainnya yang ditugaskan pada DJBC

4. menjamin kelancaran arus barang dan penumpang

1.3.3  LOGO DJBC


Logo merupakan salah satu bentuk identitas dari setiap Perusahaan yang terdapat di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki logo yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 

Logo Direktorat Jenderal Bea Cukai
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Sumber
: Dasar hukum : Keputusan Menteri Keuangan RI

 No
: 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996


Dari gambar logo Direktorat Jenderal Bea Cukai di atas dapat dijelaskan lebih rinci dari setiap bagian logo tersebut, dimulai dari makna lukisan, makna logo dan warna logo tersebut yaitu:

c. LUKISAN 

1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;

2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya; 

3. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 

4. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran

d. MAKNA 

1. Segi lima melambangkan negara RI  yang berdasarkan Pancasila;

2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan mancanegara dari ke 8 penjuru angin 

4. Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 Oktober serta melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. 

5. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

e. WARNA 

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 Struktur Organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berbentuk garis dan staf yang dapat ditunjukkan seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC
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Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber : Lampiran III-I, Peraturan Menteri Keuangan No/PMK 01/2008


Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah itu sendiri yang memimpin secara vertikal dari setiap divisi yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat. 


Yang pertama memimpin bagian umum dan kepatuhan internal, dimana bagian umum dan kepatuhan internal tersebut memimpin tiga sub bagian yaitu sub bagian kepegawaian dan kepatuhan internal, sub bagian humas rumah tangga, sub bagian tata usaha dan keuangan. 


Yang kedua memimpin bidang kepabeanan dan cukai dimana bidang kepabeanan dan cukai memimpin tiga seksi yaitu seksi pabean cukai 2, seksi keberatan dan banding, serta seksi informasi kepabeanan dan cukai. 

Yang ketiga memimpin bidang fasilitas kepabeanan dimana bidang fasilitas kepabeanan memimpin satu bidang dan dua seksi yaitu bidang fasilitas kepabeanan, seksi fasilitas pabean, dan seksi kemudahan impor tujuan ekspor.            

Yang keempat memimpin bidang penindakan dan penyidikan dimana bidang penindakan dan penyidikan memimpin tiga seksi yaitu seksi intelijen, seksi penindakan2 dan seksi informasi kepabeanan dan cukai. 

Yang kelima memimpn bidang audit dimana bidang audit memimpin tiga seksi yaitu seksi perencanaan audit 2, seksi pelaksanaan audit 3 dan seksi evaluasi audit. 

Dan keenam memimpin secara langsung kelompok jabatan fungsional.  

1.4.2 Struktur Divisi Humas & Rumah Tangga

   Selain struktur organisasi, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat juga memiliki struktur divisi humas dan rumah tangga yang dapat ditunjukkan seperti gambar di bawah ini :

            Gambar 1.3 

         Struktur Divisi Humas & RT



Sumber : Sub bag humas dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Humas Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat telah melembaga sejak Februari 2009 yang dipimpin oleh Niken Sesanti SR sebagai kepala Sub Bagian Humas dan Rumah Tangga yang membawahi beberapa karyawannya yaitu Sri Wulan yang bertugas sebagai penelaan bahan telaan, Sumarno sebagai penyaji bahan telaan, serta Hary Kristianto yang bertugas sebagai pemroses bahan telaan.

1.5
JOB DESCRIPTION


Kabag Umum

1. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, pemantauan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
2. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat & Rumah  Tangga

Melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan .
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta  urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

4. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

5. Kepala Seksi Pabean dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi  pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.
6. Kepala Seksi Keberatan dan Banding 

Melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

7. Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

8. Kepala Seksi Fasilitas Pabean

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang tempat penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

9. Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

10. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan 

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

11. Kepala Seksi Intelijen

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

12. Kepala Seksi Penindakan 

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api  Kantor Wilayah.

13. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

14. Kepala Bidang Audit dan Kepala Seksi Perencanaan Audit 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

15. Kepala Seksi Pelaksanaan Audit dan Kepala Seksi Evaluasi Audit
Melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

1.6 
SARANA DAN PRASARANA


Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Wilayah dan tiap-tiap Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai berasal dari pengadaan setempat melalui anggaran DIPA, maupun dari kantor Pusat DJBC.


Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Kantor Wilayah dan tiap-tiap KPBC dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Tabel sarana dan prasarana

	No
	Sarana

dan Prasarana
	Kanwil
	Bekasi
	Bogor
	Bandung
	Cirebon
	Tasik

malaya
	Purwa

karta

	1
	Bangunan Gedung
	GKN
	Milik Sendiri
	Milik Sendiri
	Milik Sendiri
	Milik Sendiri
	Milik 

Sendiri
	Milik 

Sendiri

	2
	RTT Gol I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	RTT Gol II
	87
	-
	19
	12
	92
	8
	-

	4
	Mess
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	5
	Kendaraan Roda 4
	14
	9
	7
	11
	8
	4
	9

	6
	Kendaraan Roda 2
	6
	5
	12
	10
	18
	5
	12

	7
	Kendaraan 

Umum
	1
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	8
	Speed Boat
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	9
	Kapal Patroli
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Perahu Karet
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	11
	X Ray
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	12
	Radio SBB
	-
	-
	-
	1
	2
	4
	-

	13
	Senjata Gemgam
	-
	-
	-
	2
	9
	-
	-

	14
	Senapan
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	-

	15
	Personal Computer
	39
	32
	30
	23
	19
	8
	


Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.7 
LOKASI DAN WAKTU PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Barat pada bagian Humas dan Rumah Tangga yang berlokasi di jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung 40261 dengan nomor telepon (022) 4230736, 4241604, faksimili (022) 4241606 serta alamat email kakwbc05@beacukai.go.id

1.7.2 Waktu PKL


Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Barat selama 30 hari yang dimulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Agustus 2009. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dari hari senin sampai dengan hari jumat dalam satu minggu, yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, namun pada hari-hari tertentu dapat melebihi dari waktu yang di tetapkan sesuai dengan kebutuhan kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jawa Barat.

BAB II

PELAKSANAAN PKL

2.1 AKTIVITAS KEGIATAN SELAMA PKL

Berdasarkan waktu Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat terdapat dua jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin (kegiatan yang penulis lakukan setiap hari pada saat PKL) dan kegiatan insidentil (kegiatan yang penulis lakukan pada saat tertentu-tertentu saja) yang terhitung sejak tanggal 6 Juli sampai dengan 14 Agustus 2009, maka penulis menjelaskan secara sistematis aktivitas penulis selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di DJBC Kanwil Jawa Barat yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Aktivitas Praktik Kerja Lapangan di DJBC Kanwil Jawa Barat

Terhitung dari Tanggal 6 Juli s/d 14 Agustus 2009
	No
	Hari/

tanggal
	Aktivitas Kegiatan
	Keterangan

	
	
	
	Rutin
	Insidentil

	1
	Senin,

6 Juli 2009
	· Bersosialisasi dan  berkenalan  dengan karyawan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai
	
	

	3


	Kamis,

9 Juli 2009
	· Menyusun data dan menghitung hasil evaluasi pegawai kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai

· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea cukai Jabar 2009
	· 
	· 

	4
	Jumat,

10 Juli 2009
	· Memindahkan data lembar disposisi bidang umum dan kepatuhan internal ke program excel, menyusun data-data tersebut ke file-file yang telah tersedia 

· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009
	· 
	

	5
	Senin,

13 Juli 2009
	· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009

· Menerima telepon dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
	· 
	· 

	6
	Selasa,

14 Juli 2009
	· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009
	· 
	

	7
	Rabu,

15 Juli 2009
	· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009
	· 
	

	8
	Kamis,

16 Juli 2009
	· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009

· Membuat surat peminjaman ruangan GKN untuk mengadakan apel pegawai Kanwil DJBC Jawa Barat tanggal 17 setiap bulannya
	
	· 

	9
	Jumat,

17 Juli 2009
	· Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kanwil Bea Cukai Jabar 2009

· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel 
	· 
	

	10
	Senin,

21 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi

· Memasukan data laporan mutasi barang persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Juni 2009 tahun anggaran 2009
	
	· 

	11


	Selasa,

22 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi

· Menerima telepon dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
	
	· 

	12
	Rabu,

23 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi
	
	

	13
	Kamis,

24 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi
	· 
	

	14
	Jumat,

25 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi
	
	

	15
	Senin,

27 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi
	
	

	16
	Selasa,

28 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi
	· 
	

	17
	Rabu,

29 Juli 2009
	· Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel yang telah direvisi


	· 
	

	18
	Kamis,

30 Juli 2009
	· Memasukan data laporan barang pembantu kuasa pengguna semester ekstrakomtabel, rincian sub-sub kelompok barang semester tahun anggaran tahun 2009
	
	· 

	19
	Jumat,

2 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009 
	· 
	

	20
	Senin,

3 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009 

· Membuat surat untuk peminjaman ruangan Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat eselon IV pada Kanwil DJBC
	· 
	

	21
	Selasa,

4 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009 
	· 
	

	22
	Rabu,

5 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009

· Menerima telepon dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
	· 
	

	23
	Kamis,

6 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009
	· 
	

	24
	Jumat,

7 Agustus 2009
	· Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009 
	· 
	

	25
	Senin,

10 Agustus 2009
	· Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker 
	· 
	

	26
	Selasa,

11 Agustus 2009
	· Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker 
	· 
	

	27
	Rabu,

12 Agustus 2009
	· Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker 
	· 
	

	28
	Kamis,

13 Agustus 2009
	· Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker


	· 
	

	29
	Jumat,

14 Agustus 2009
	· Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker 

· Perpisahan dengan pegawai yang berada di divisi Humas dan bagian umum Kanwil Jabar
	· 
	


(Sumber : Data Penulis, Juli 2009)

2.2
DESKRIPSI DAN CONTOH KEGIATAN RUTIN SELAMA PKL

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, penulis melakukan aktivitas rutin yakni kegiatan yang dilakukan setiap hari pada PKL, kegiatan rutin tersebut antara lain :

1. Membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan  semester I Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat 2009

Kegiatan yang penulis lakukan secara rutin yaitu membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat 2009. Adapun isi dalam laporan tersebut berupa perkiraan neraca atau sub kelompok barang mulai saldo awal pada tanggal 31 Desember 2008 dan saldo akhir pada tanggal 30 Juni 2009, serta adanya mutasi nilai barang yang bertambah dan berkurang.
Tabel 2.2

Contoh Kegiatan Laporan Persediaan Pembantu Pengguna Barang 

Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2009

Sumber : Data DJBC Kanwil Jawa Barat,2009
	LAPORAN PERSEDIAAN PEMBANTU PENGGUNA BARANG KANWIL

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2009

[image: image1.emf]Uraian  Kuantitas  Nilai Kuantitas  Nilai Kuantitas  Nilai Kuantitas  Nilai

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4010301001 ALAT TULIS 

BALLPOINT PILOT Buah  504 1,178,831 384 5,857,749 579 4,400,400 347 2,636,180

BOLLINER Buah 124 1,574,150 179 -804,104 351 652,860 63 117,186

BOXY Buah  13 75,250 108 1,487,968 142 768,078 147 795,140

PENSIL Buah  244 768,262 51 427,958 120 603,120 118 593,100

ISI BALLPONIT Buah  37 507,500 84 101,531 76 302,525 77 306,506

SPIDOL BESAR Buah  974 4,339,151 86 395,920 60 235,920 120 471,850

SPIDOL KECIL Buah 76 147,600 1 954,520 56 376,320 108 725,800

STABILLO Buah  154 967,190 225 9,388 209 627,000 117 349,578

4010301002 TINTA TULIS, TINTA STEMPEL

BAK STEMPEL BESAR Buah  27 134,150 50 20,022 10 20,022 67 134,150

BAK STEMPEL KECIL Buah  0 0 5 0 2 0 3 0

BAK STEMPEL SEDANG Buah  13 371,800 0 1,239,333 10 1,239,333 3 371,800

STAMP NOMOR Buah  1 7,000 0 0 0 0 1 7,000

STAMP PAD INK Buah  35 431,000 0 0 0 0 35 431,000

STAMP DATE Buah  25 65,000 10 3,939 2 3,939 33 65,000

TINTA PARKER Buah  5 59,500 15 936,844 4 132,844 26 863,500

TINTA STEMPEL Buah  31 521,500 13 38,158 3 38,158 41 521,500

TINTA STEMPEL OTOMATIS Buah 

BANTALAN STEMPEL BESAR Buah 

BANTALAN STEMPEL KECIL Buah 

BANTALAN STEMPEL SEDANG Buah 

Mutasi Saldo Akhir                            

Per  30 Juni 2009 Bertambah Berkurang

Kode

1

Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang

Satuan

Saldo Awal                                

Per 31 Desember 2008




2. Memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel 


Kegiatan yang penulis lakukan secara rutin yaitu memindahkan serta menyesuaikan data laporan persediaan kuasa pengguna barang kanwil DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel adapun isi dari data laporan tersebut  berupa perkiraan neraca atau sub kelompok barang mulai saldo awal pada tanggal 1 Januari 2008 dan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2008, adanya mutasi nilai barang yang bertambah dan berkurang. Dimana penulis menyesuaikan nilai harga setiap barang ke saldo awal pada tanggal 1 januari 2009.

Tabel 2.3

Contoh Kegiatan Laporan Persediaan Kuasa Pengguna Barang 
Kanwil Tahun Anggaran 2008

	LAPORAN PERSEDIAAN KUASA PENGGUNA BARANG KANWIL

TAHUN ANGGARAN 2008

[image: image2.emf]Kode Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4010302004AMPLOP

AMPLOP BESAR Lembar 4,575 7,519,900 13 1,235,000 2,669 2,925,000 1,919 5,829,900

AMPLOP DINAS SEDANG Lembar 4,550 4,611,000 16 1,200,000 2,493 1,719,000 2,073 4,092,000

AMPLOP DINAS KECIL Lembar 8,473 7,242,500 36 2,160,000 4,099 3,462,750 4,410 5,939,750

AMPLOP GAJI Lembar 28 1,400,000 1,400 840,000 470 1,270,000 958 970,000

AMPLOP KECIL (PUTIH) Lembar 3 30,000 14 151,000 17 181,000 0

AMPLOP BESAR (PUTIH) Lembar 9 130,500 10 145,000 17 246,500 2 29,000

AMPLOP D Lembar 525 420,000 525 420,000 525 420,000 525 420,000

4010301002TINTA TULIS, TINTA STEMPEL 0 0

BAK STEMPEL BESAR Buah 14 144,150 24 78,000 11 88,000 27 134,150

BAK STEMPEL KECIL Buah 3 30,020 0 0 3 30,020 0

BAK STEMPEL SEDANG Buah 3 120,450 10 251,350 0 13 371,800

TINTA DATTER STAMP Buah 10 64500 22 44,000 7 43,500 25 65,000

STAMP NOMOR Buah 6 42,000 0 0 5 35,000 1 7,000

STAMP PAD INK Buah 9 109,000 48 624,000 22 302,000 35 431,000

TINTA STEMPEL Buah 19 149,600 31 485,450 19 113,550 31 521,500

2

Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok

Satuan

Saldo Awal                               

Per 1 Januari 2008

Mutasi Saldo Akhit                              

Per 31 Desember 2008 Bertambah Berkurang

Uraian




Sumber : Data DJBC Kanwil Jawa Barat,2009

3. Membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang               semester I tahun anggaran 2009 

Kegiatan yang penulis lakukan secara rutin yaitu membantu laporan CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel (sub barang-barang yang tersedia dalam suatu daerah) dan ekstrakomtabel (gabungan antara sub barang-barang dari setiap daerah atau wilayah yang ada di bea cukai),  rincian persub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009. Adapun isi dalam laporan tersebut berupa perkiraan neraca atau sub kelompok barang mulai saldo awal pada tanggal 31 Desember 2008 dan saldo akhir pada tanggal 30 Juni 2009, dan adanya mutasi nilai barang yang bertambah dan berkurang. Serta pada data laporan ini di cantumkan setiap nilai harga setiap kota misalnya nilai barang pada kota Cirebon, Tasikmalya, Puwarkata, Bekasi, Bogor, Bandung dan Satker (satuan kerja) Jawa Barat.
Tabel 2.4
Contoh Kegiatan Laporan CRBM Kanwil Gabungan

Intrakomtabel Dan EkstrakomtabelSemester I 
Tahun Anggaran 2009
	Laporan Barang CRBM penggunan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian persub kelompok barang  semester I tahun anggaran 2009

Tanah Persil (1.01.01)

Saldo  BMN  berupa  Tanah Persil pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  per-30 Juni 2009 sebesar Rp. 77.989.272.363,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal  108.104 m2 / Rp. 77.989.309.237,00 dengan mutasi tambah nilai 3.330 m2/dan mutasi kurang 3.330 m2 nilai Rp. 2.497.537.074,00


	


Sumber : Arsip DJBC Kanwil Jawa Barat,2009
4. Membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh satker (satuan kerja)

Kegiatan yang penulis lakukan secara rutin yaitu membantu membuat laporan persediaan barang yang akan  dikirim ke Direktorat Jenderal Bea Cukai pusat untuk seluruh satker (satuan kerja) yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat. Adapun isi dari laporan tersebut yaitu laporan seluruh data-data persedian barang yang telah direvisi oleh Kantor Wilayah Jawa Barat teresebut. Tujuan laporan tersebut sebagai pemberian penerangan persediaan barang yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akan dikirim ke Direktorat Jenderal Bea Cukai pusat.
2.3  DESKRIPSI DAN CONTOH KEGIATAN INSIDENTIL SELAMA PKL

Kegiatan yang penulis lakukan selama PKL yang bersifat insidentil yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari (insidentil) artinya kegiatan tersebut dilakukan pada saat tertentu-tertentu saja, kegiatan tersebut antara lain  :
1. Bersosialisasi dan berkenalan  

Kegiatan pertama penulis lakukan adalah perkenalan pegawai yang ada di ruangan Humas dan Rumah Tangga, serta melakukan perkenalan dengan pegawai lainnya pada saat jam istirahat, hal ini dilakukan agar penulis merasa nyaman dan dapat menjadi akrab dengan semua pihak.

2. Menyusun data dan menghitung hasil evaluasi pegawai Kanwil DJBC Berdasarkan Surat Masuk ke Kanwil Jawa Barat

Merupakan kegiatan insidentil yang penulis lakukan, yaitu menyusun data dan menghitung data-data yang masuk tentang seluruh pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari kinerja setiap pegawai Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
Gambar 2.1

Contoh Kegiatan Hasil Evaluasi Pegawai 
Berdasarkan Surat Masuk Kanwil Bea Cukai




      [image: image3.jpg]







   Sumber : Dokumentasi Pribadi,2009
3. Memindahkan data lembar disposisi bidang umum dan kepatuhan internal ke program excel

Merupakan kegiatan insedentil yang penulis lakukan untuk memindahkan data-data lembar disposisi bidang umum dan kepatuhan internal ke program excel dan memindahkan data- data tersebut ke file-file yang telah tersedia sesuai dengan nama kotanya, yaitu kota Cirebon, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Kanwil dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan surat yang masuk pada tanggal yang telah ditentukan. 
4. Menerima telepon
Merupakan kegiatan insidentil yang penulis lakukan, kegiatan ini biasanya berlangsung apabila Pegawai Humas dan Rumah tangga sedang sibuk atau tidak berada di tempat. Telepon yang masuk kebagian Divisi Humas dan Rumah Tangga berasal dari karyawan Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandung sendiri yang mempunyai kepentingan khusus, ataupun dari pihak luar seperti Pegawai Bank bertujuan meminta konfirmasi dari Divisi Humas dan rumah tangga dengan masalah-masalah yang ada hubungannya Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandung 

5. Mengetik surat peminjaman ruangan Auditorium GKN untuk mengadakan apel pegawai Kanwil DJBC Jawa Barat pada tanggal 17 setiap bulannya


Merupakan kegiatan insidentil yang penulis lakukan, yaitu membuat surat peminjaman Auditorium GKN dengan tujuan untuk mengadakan apel yang di laksanakan oleh para pegawai Direktorat Jendral Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat pada tanggal 17 setiap sebulan sekali.
Contoh Surat peminjaman ruangan Auditorium GKN
	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

                         DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Gedung Keuangan Negara

Telepon            : (022) 4241425, 4241604, 4230736
Jl. Asia Afrika No. 114                                      
Faksimill           : (022)  4241606
Bandung 40261                                                 
E-mail               : kakwbc5@ Bea Cukai. go.id
Nomor
: 
S-          /WBC.08/BG.01/2009                                                                Juli 2009

Sifat
: 
-
Hal
: 
Peminjaman Ruang Auditorium GKN

Yth. Kepala Rumah Tangga

        Gedung Keuangan Negara

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan apel pada Kanwil DJBC Jawa Barat, dengan ini diberitahukan bahwa kami bermaksud meminjam Ruang Auditorium GKN pada :


         Hari 
: 
Jumat
Tanggal 
:  17 Juli 2009
Waktu 
: 
07.00  WIB  s/d  selesai 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

                                                                                                           Pjs.  Kepala Bagian Umum dan        

                                                                                                                      Kepatuhan Internal

                                                                                                                       Edy Iskasmijanto

                                                                                                                         NIP 06004006


Sumber : Data DJBC Kanwil Jawa Barat,2009
6. Memasukan data laporan mutasi barang persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Juni 2009 tahun anggaran 2009

Merupakan kegiatan insidentil yang penulis lakukan, yaitu memasukan data laporan mutasi barang persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Juni 2009 tahun anggaran 2009. Adapun isi dalam laporan tersebut berupa perkiraan neraca/sub kelompok barang mulai saldo awal pada tanggal 1 Juli 2008 dan saldo akhir pada tanggal 30 Juni 2009, serta adanya mutasi nilai barang yang bertambah dan berkurang.

7. Memasukan data laporan barang pembantu kuasa pengguna semester ekstrakomtabel, rincian sub-sub kelompok barang semester tahun anggaran tahun 2009


Merupakan kegiatan insidentil yang dilakukan penulis, yaitu  memasukan data laporan barang pembantu kuasa pengguna semester ekstrakomtabel (gabungan dari sub-sub barang yang telah tersedia dari setiap daerah yang ada di Indonesia),rincian sub-sub kelompok barang semester tahun anggaran tahun 2009. 
Tabel 2.5
Contoh Kegiatan Laporan Barang KuasaEkstrakomtabel 

Semester I Tahun Anggaran 2009
[image: image4.emf]Kode Kuantitas Nilai

1 3 4 5

4010302004AMPLOP

AMPLOP BESAR Lembar 4,575 7,519,900

AMPLOP DINAS SEDANG Lembar 4,550 4,611,000

AMPLOP DINAS KECIL Lembar 8,473 7,242,500

AMPLOP GAJI Lembar 28 1,400,000

AMPLOP KECIL (PUTIH) Lembar 3 30,000

AMPLOP BESAR (PUTIH) Lembar 9 130,500

AMPLOP D Lembar 525 420,000

4010301002TINTA TULIS, TINTA STEMPEL

BAK STEMPEL BESAR Buah 14 144,150

BAK STEMPEL KECIL Buah 3 30,020

BAK STEMPEL SEDANG Buah 3 120,450

TINTA DATTER STAMP Buah 10 64500

STAMP NOMOR Buah 6 42,000

STAMP PAD INK Buah 9 109,000

TINTA STEMPEL Buah 19 149,600

2

Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok

Satuan

Saldo Awal                               

Per 1 Januari 2008

Uraian


Sumber : Arsip DJBC Kanwil Jawa Barat,2009
8. Mengetik surat untuk peminjaman ruangan Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat eselon IV pada Kanwil DJBC

Merupakan kegiatan insidentil yang dilakukan penulis, yaitu  membuat surat untuk peminjaman ruangan Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat eselon IV pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat. Adapun isi dari surat tersebut berupa peminjaman ruangan untuk pelantikan Eselon IV yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 yang di mulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
2.4 ANALISIS TENTANG HUMAS 

Humas atau Public Relations menurut (British) Institute of Public Relations (IPR) dalam Jefkins pada bukunya “Public Relations” adalah sebagai berikut :

“PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling perhatian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. (2003:9).

Dari definisi diatas maksudnya “upaya yang terencana dan berkesinambungan” adalah humas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di organisasikan sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya ini berlangsung secara berkesinambungan dan teratur.

Tujuan utamanya adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa di mengerti oleh pihak-pihak lain yang turut berkepentingan. Dengan adanya kata saling, maka itu berarti organisasi juga harus memahami sikap kelompok atau individu yang terlibat dengan khalayak atau public.

Fungsi humas menurut Cultip & Centre and Candfield dalam Ruslan pada bukunya “Manajemen Public relations dan Media Komunikasi Konsep dan aplikasi”’ fungsi humas yaitu :

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi).

b. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.

c. Mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang di wakilinya, atau sebaliknya.

d. Melayani keinginan public dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.

e. Menciptakan komunikasi dua arah atau timbale balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (2006:19).

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan mengenai fungsi humas pada intinya adalah sebagai penghubung antara perusahaan yang di wakilinya dengan publiknya, sebisa mungkin terus membina hubungan yang harmonis, dan saling menguntungkan, serta menciptakan citra positif bagi perusahaan.
2.4.1 Humas Pemerintah dan BUMN

Hubungan masyarakat (Humas) bukanlah hal baru yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan bidang Humas sangatlah diperlukan khususnya dalam bidang mengkomunikasikan kebijakan perusahaan ataupun instansi pemerintah yang ujungnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan citra bagi suatu organisasi. 

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publiksai, promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public services atau demi meningkatkan pelayanan umum.

Melalui unit atau program kerja Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintahannya. Menurut John D. Millet dalam bukunya, Management in Public Service the Quest for Effective Performance, artinya Humas/PR dalam dinas instansi atau lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu sebagai berikut :

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration)
2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire)
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan public dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official)
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what an agency is doing)
2.4.2 Keberadaan Humas Pemerintah

Keberadaan unit kehumasan (hubungan masyarakat) di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya. Humas merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools or channels of government publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya (wayang kulit atau wayang golek dan lain sebagainya)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, tugas pokok Humas adalah bertindak sebagai komunikator, membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi atau lembaga pemerintahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. Secara garis besar, Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan kedalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.

Fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain sebagai berikut :

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah

b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat

c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas serta keamanan politik pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jadi peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah atau BUMN tersebut menyangkut beberapa hal sebagai berikut :

· Tugas secara taktis dalam jangka pendek, Humas berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemudian memotivasi atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran instansi atau lembaga yang diwakilinya.

· Tugas strategis dalam waktu jangka panjang Humas yakni berperan serta secara aktif dalam proses pengambil keputusan (decision making process), memberikan sumbang saran, gagasan dan hingga ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga instansi atau lembaga yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positi.

· Jadi pengertian peran ganda Humas instansi Pemerintah dan lembaga BUMN tersebut diatas dalam upaya menunjang (Supporting of PR government activities) pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kehumasan lembaga bersangkutan. Dan oleh karena itu maka pejabat Humas tersebut harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut :

· Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya.

· Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbale balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensinya

· Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini publik) yang menguntungkan instansi atau lembaganya

· Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama dan saling mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait.

· Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin yaitu sebagai berikut :

· Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga atau instansi dengan khalayak eksternal dan internal

· Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya

· Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi atau lembaga

· Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.

· Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, press release, news letter, majalah PR internal, buletin, brosur, poster dan lain sebagainya.
2.4.3 Analisa Tentang Aktivitas Kerja Humas

Tugas humas pada dasarnya menghubungkan publik-publik yang berkepentingan dalam perusahaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya baik publik internal maupun publik eksternal melalui suatu proses timbal balik. Seorang humas harus mampu menjalin hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal. Maka dari itu, kegiatan humas meliputi kegiatan internal (Internal Public Relations) dan Eksternal (Eksternal Public Relations).
· Internal Humas

Internal humas merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan publik yang ada di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara pimpinan dengan karyawan itu sendiri, sehingga muncul semangat kerja. 
Hal ini dapat di lakukan dengan komunikasi yang berkesinambungan hasil yang dicapai adalah disiplin kerja yang baik, motivasi kerja tinggi, produktivitas kerja seperti apa yang di harapkan oleh perusahaan, sehingga terciptanya sense of belonging dari karyawan terhadap perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Internal Humas merupakan kegiatan yang di lakukan oleh Humas dalam perusahaan yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan para karyawannya di dalam perusahaan sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam perusahaan tersebut.
· Eksternal Humas

Eksternal Humas merupakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luar atau kegiatan yang ditujukan kepada publik yang berada di luar perusahaan itu. Informasi yang di berikan harus jujur berdasarkan fakta dan harus benar-benar teliti sehingga kepercayaan dari publik eksternal kepada perusahaan akan terpelihara dengan baik.
Bentuk kegiatan Eksternal Humas di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Press Relations, bertujuan mengatur dan membina hubungan baik dengan pers.

b. Government Relations, bertujuan mengatur dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah yang berhubunggan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan.

c. Community Relations, bertujuan mangatur dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat, yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

d. Supplier Relations, bertujuan mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para pemasok agar segala kebutuhan perusahaan dapat di terima dengan baik.

e. Customer Relations, bertujuan mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Eksternal Humas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian Humas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan sehingga dapat menciptakan suatu opini publik dan citra yang positif bagi perusahaan itu sendiri.

Bagian Eksternal Humas dari suatu perusahaan dalam memberikan suatu Informasi haruslah jujur berdasarkan fakta serta benar-benar teliti sehingga kepercayaan dari publik eksternal kepada perusahaan akan terpelihara dengan baik.
2.5 ANALISA TENTANG AKTIVITAS KERJA HUMAS DI DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KANWIL JAWA BARAT

Kegiatan kehumasan memang bukan suatu hal yang baru lagi bagi DJBC Kanwil Jawa Barat, sejak dulu kegiatan kehumasan ini sudah berjalan walaupun hanya sebatas press release, konferensi pers, dan sosialisasi kepada pengguna jasa. 
Kegiataan press release hanya dilakukan oleh tiap-tiap direktorat yang akan mengadakannya, artinya segala kegiatan eksternal DJBC belum terkoordinasi pada kegiatan kehumasan dan kegiatan tersebut belum tearah pada peningkatan citra DJBC. 
Berkembangnya era komunikasi saat ini mengharuskan kegiatan kehumasan yang ada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat menjadi semakin kreatif dan menarik untuk diketahui masyarakat pengguna jasa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008, yang menekankan adanya tugas dan fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita dan opini publik. 
Kegiatan Humas DJBC Kanwil Jawa Barat dijabat oleh pejabat eselon III tepatnya pada Sub Direktorat (Subdit) Humas dan penyuluhan, dan yang berada dibawah naungan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC).


Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan, maka Humas DJBC membuat kegiatan yang sudah dijalankan, baik yang bersifat segera maupun yang bersifat periodik. Untuk bentuk kegiatan kehumasan yang sudah dijalankan adalah FAQ (Frequency Answer and Question), ABMM (Analisis Berita Media Massa), leaflet atau brosur tentang peraturan kepabeanan dan cukai, pengelolaan website, jumpa pers/press release, koordinasi dengan Humas Depkeu, instansi terkait lainnya dan media massa dan sosialisasi, seminar, workshop, menerima kunjungan dari berbagai instansi lain yang ingin mengetahui sejauhmana kinerja DJBC selama ini serta layanan informasi lainnya. 


Untuk rencana kegiatan kehumasan yang bersifat segera adalah komplain atau isu-isu negatif yang perlu segera ditanggapi dan dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah antara lain jumpa pers dengan wartawan baik media cetak maupun media elektronik, serta melakukan koordinasi. 


Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan Humas Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jawa Barat adalah dengan meminta nomor kontak person mereka, sehingga jika ada suatu kegiatan atau permasalahan yang timbul dapat dimonitoring dan memberikan masukan untuk penyelesaiannya. 


Sedangkan untuk kegiatan kehumasan yang bersifat periodic atau berkala dilakukan dengan jumpa pers rutin yang diadakan sebulan sekali dengan mengundang media cetak dan media elektronik. Humas DJBC juga memiliki media center yang digunakan sebagai tempat komunikasi dengan media massa dan kegiatan kehumasan lainnya. Juga, desk information yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan informasi langsung di lingkungan Kantor Pusat DJBC. 

Dalam waktu dekat Humas DJBC akan memiliki contact person kehumasan yang akan dibentuk untuk tiap eselon II di KP DJBC, Kanwil dan KPPBC. Koordinasi dengan contact person dilakukan secara rutin baik untuk membicarakan SOP maupun untuk saling tukar informasi terkini. 

Informasi mingguan juga akan diadakan sebagai saluran penyampaian informasi. Rencana kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap baik yang bersifat periodik maupun yang bersifat segera. Adapun rencana kegiatan pelatihan kehumasan tersebut adalah training of public relations (TOT) yang memberikan training atau pengajaran tentang cara kerja kehumasan bekerjasama dengan salah satu media massa elektronik atau lembaga pendidikan. 


Humas DJBC juga berencana membuat audio visual company profile DJBC dalam bentuk multi media sebagai fungsi penerangan, dan membuat lomba icon dan slogan DJBC. Rencana lain adalah melakukan upgrading website dengan membuat tampilan baru, dan memperkaya isi termasuk English vertion dengan selalu meng-update isi website DJBC. 

Yang tak kalah penting adalah Networking with mass media, sebagai wahana untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, kerjasama dan timbal balik antara DJBC dengan media massa. 

Custom goes to campus juga merupakan sarana untuk memperkenalkan DJBC kepada akademisi dan layanan iklan atau promosi untuk memperkenalkan DJBC kepada masyarakat umum.     
2.6 ANALISA PELAYANAN HUMAS DAN RUMAH TANGGA DJBC KANWIL JAWA BARAT KEPADA MAHASISWA PKL

Selama melakukan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jawa Barat, penulis merasakan suasana yang menyenangkan, asyik dan nyaman, karena karyawan-karyawan yang ramah terhadap mahasiswa yang sedang PKL. Penulis di berikan kesempatan untuk mengikuti sebagian besar kegiatan yang biasanya di lakukan oleh bagian Humas dan Rumah Tangga ikut serta bersosialisasi terhadap karyawan-karyawannya, membantu dalam mengerjakan laporan CRBM penggunaan wilayah semester gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel rincian per sub kelompok barang semester I tahun anggaran 2009 ke setiap bidang yang ada di bea cukai, membantu membuat surat untuk peminjaman ruangan Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat eselon IV pada Kanwil DJBC dan lain sebagainya.

Namun apabila dalam proses pekerjaan tersebut penulis mengalami hambatan ataupun hasilnya kurang sempurna maka langsung di koreksi oleh pihak Humas dan Rumah Tangga Kanwil Bea Cukai. Sehingga hal tersebut merupakan suatu proses pembelajaran bagi penulis agar dapat bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang khususnya dalam bidang Humas atau Public Relations.

BAB III

PENUTUP


Pada bab tiga ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

3.1
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan serta analisis dari laporan kerja praktik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran cukup penting dari Negara sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandung merupakan institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di pemerintahan daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan dibedakan menjadi dua jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin yakni membantu menyusun laporan pembantu penggunaan barang persediaan semester I Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat 2009, memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang Kantor Wilayah DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel dan lain-lain serta kegiatan yang bersifat insidentil, yakni menyusun data dan menghitung hasil evaluasi pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, memindahkan data lembar disposisi bidang umum dan kepatuhan internal ke program excel dan lain-lain.
3. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang penulis lakukan pada saat PKL di DJBC Kanwil Jawa Barat setiap harinya seperti membantu memindahkan serta menyesuaikan data laporan  persediaan kuasa pengguna barang Kantor Wilayah DJBC tahun anggaran 2008 ke program excel dan lain-lain.

4. Kegiatan insidentil yaitu di luar kegiatan rutin atau kegiatan yang penulis lakukan pada saat-saat tertentu saja seperti menerima telepon, mengetik surat peminjaman ruangan GKN dan lain-lain di DJBC Kanwil Jawa Barat.
5. PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling perhatian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Humas dan Rumah Tangga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jawa Barat sudah berdiri sendiri atau state of being, yang dipimpin oleh pejabat eselon III tepatnya pada Sub Direktorat (Subdit) Humas dan penyuluhan yang berada dibawah naungan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) 
6. Pelayanan Humas Kanwil DJBC Jawa Barat sangat baik, dimana Penulis di berikan kesempatan untuk mengikuti sebagian besar kegiatan yang biasanya di lakukan oleh bagian Humas dan Rumah Tangga setiap hari. Serta apabila dalam proses pekerjaan tersebut penulis mengalami hambatan ataupun hasilnya kurang sempurna maka langsung di koreksi oleh pihak Humas dan Rumah Tangga Kanwil Bea Cukai. Sehingga hal tersebut merupakan suatu proses pembelajaran bagi penulis agar dapat bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang khususnya dalam bidang Humas atau Public Relations.
3.2
SARAN 
3.2.1 Saran Untuk Perusahaan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan praktik kerja lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran yang cukup bermanfaat bagi pihak perusahaan yaitu  :

1. Sebaiknya Humas dan Rumah Tangga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jawa Barat lebih meningkatkan lagi kinerjanya dari yang sudah ada melalui program coffee morning, get together, family gathering dan employee gathering sehingga dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi lembaga khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan dapat memotivasi serta menciptakan suasana keakraban bagi seluruh karyawan.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan jumlah karyawan pada bagian Humas dan Rumah Tangga secara terpisah sesuai dengan skill serta terdapat pembagian tugas yang jelas dan lengkap antara kegiatan Humas dengan Rumah Tangga yang bertujuan supaya kegiatan tugas Humas dengan Rumah Tangga lebih teratur dan terarah.

3. Sebaiknya penataan data-data pada bagian Humas maupun Rumah Tangga dilakukan secara teratur yang bertujuan agar lebih memudahkan dalam mencari data-data yang diperlukan.

3.2.2 Saran Untuk Mahasiswa PKL

1. Mahasiswa PKL harus bersikap disiplin dalam menjalankan PKL seperti datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh perusahaan.

2. Mahasiswa PKL harus bersifat aktif dalam bertanya bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan agar dapat diselesaikan dengan baik.

3. Mahasiswa PKL harus dapat bersosialisasi dengan baik dengan karyawan Humas maupun dengan karyawan di Divisi lainnya.
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		Mutasi Tambah Tanah Persil meliputi :

				Intrakomptabel						Ekstrakomptabel

		-  Pembelian		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Transfer Masuk		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Hibah (Masuk)		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Rampasan / Sitaan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Penyelesaian Pembangunan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pembatalan Penghapusan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Reklasifikasi Masuk		Rp.		2,497,500,000.00				Rp.		0.00

		-  Bangun Serah Guna		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Bangun Guna Serah		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pertukaran		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Perolehan Lainnya		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pengembangan Nilai		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset		Rp.		200.00				Rp.		0.00

		Jumlah		Rp.		2,497,500,200.00				Rp.		0.00
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